PENETAPAN
Nomor 0236/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan
oleh:

Creatna Ella Yulistisia binti Akhyadi Wadisono, umur 40 tahun,

agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di
Taman Tanah Baru Blok A2 No. 3 RT. 001 RW. 014
Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Mursalin Munir, $.H, Advokat
dan Konsultan Hukum pada Law Office Mursalin Munir &
Partners, berkantor di Kav. DKI Cipayung, Jalan Cemara
No. 33 Kelurahan Cipayung Jakarta Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya
disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Keterangan Kuasa Hukum Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 15 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Depok pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan register perkara
Nomor 0236/Pdt.P/2016/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana
tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa
Hukum Pemohon telah datang menghadap dipersidangan.
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Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 20186,
Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut
permohonannya,

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap
telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan
int;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemahon
adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 2016
Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut
surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong perkara
voluntair atau tanpa ada pihak lawan, maka oleh karena itu permchonan
pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.
| Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang
amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;
Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor
0236/Pdt.P/2016/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;
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3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12
Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H., oleh
kami SURYADI, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI,
S.H, M.H dan Hj. LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H sebagai hakim-
hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MOHAMAD RUSLI, SH
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.
Ketua Majelis,

Hakjm Anggota, Hakj gota,
/

TUTI SUPIARTI, S.H, M.H Hj. LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H
| Panitera Pengganti,

H. MAD RUSLI, S.H

Perincian biaya perkara :
1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.175.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000.-

JUMLAH Rp.266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal @ ...
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